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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 
Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut. 
Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan. 
	
Pamekasan, 28 Mei 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
[image: ]Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan, disajikan dalam gambar berikut. 
Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun anggaran yang akan datang. Untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak melenceng dari tujuan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait, terdiri dari RPJPD, RPJMD/ RPD, dan RKPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJMD menjabarkannya dalam arah pembangunan tiap lima tahun. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022, bahwa kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diperintahkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang masa jabatan Bupatinya berakhir pada tahun 2023, sehingga Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD merupakan dokumen transisi RPJMD yang akan menjadi pedoman bagi Pj. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah. 
RPD kemudian dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. Selain itu, RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang dan Perumahan Rakyat
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2024;
30. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Maksud disusunnya Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan  Tahun 2024-2026.
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah: 
a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
1.4 Sistematikan Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2025 meliputi:
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2025.  
Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : 
a. Mengidentifikasi isu permasalahan terkini yang perlu diatasi dengan mengkaji ;
b. Penetapan tujuan yang realistis dan terukur;
c. Identifikasi program-program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
d. Penyusunan anggaran yang realistis dan efisien sesuai dengan prioritas program dan kegiatan;
e. Identifikasi mitigasi risiko yang mungkin menghambat pelaksanaan program dan menyusun strategi untuk menghadapi risiko yang tidak terduga;
f. Menyusun indikator kinerja utama baru untuk bidang pertanahan;
g. Penggunaan teknologi dan Inovasi dalam penyelesaian masalah perumahan dan permukiman;
h. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan.
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi dan realisasi pelaksanaan renja yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut : 
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem  Air Limbah Domestik Skala Permukiman
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan
4. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya.
5. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan RTLH
Beberapa program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 
1. Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun dimana proses survey dan pengadaan barang dan jasanya membutuhkan waktu sekitar 60 hari kerja, sehingga yang dapat dikerjakan hanyalah proses perencanaannya saja.
2. Kondisi medan yang berat, rumah yang sudah layak, dan calon penerima bantuan yang tidak siap berswadaya
3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada, termasuk kurangnya tenaga ahli yang kompeten dan professional
4. Keterbatasan teknologi dan inovasi
5. Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dalam menindaklanjuti temuan hasil evaluasi. 
Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut: 	                                                                                                                                            1. Peningkatan  SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
3. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.     
Beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 
1. Ketersediaan anggaran dari pemerintah yang memadai 
2. Kondisi cuaca yang mendukung serta ketersediaan material dan para pekerja bangunan yang terpenuhi
3. Lokasi yang sesuai dengan SK Kekeringan, SK Lokus Stunting dan SK Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan 
4. Dukungan dari desa dalam ketepatan penentuan lokasi.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien.                                                                                                            
Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Beberapa Program, Kegiaan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc76790688]Antusias Pemohon Untuk Mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline.
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Tabel 2.1                                                                                                                                                                                                             Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
	NO.
	PROGRAM
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH  TARGET
	SOLUSI YANG DILAKUKAN

	1
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Kondisi cuaca yang buruk, ketersediaan material bangunan dan pekerja bangunan yang tidak terpenuhi
	Kondisi cuaca yang baik, material yang tersedia dan jumlah pekerja bangunan yang terpenuhi
	
	mempersiapkan perencanaan dokumen anggaran dan kegiatan lebih matang lagi

	
	
	Masyarakat yang tidak mampu berswadaya sehingga memilih mundur bahkan setelah CPB sudah ditetapkan
	 
	 
	Memastikan hari pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketersediaan material bangunan dan para pekerjanya 

	2
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Lokasi kegiatan yang berubah-ubah 
	Lokasi kegiatan yang sesuai dengan SK Kekeringan dan SK stunting 
	 
	Lokasi kegiatan dan anggarannya diharapkan sudah fix sebelum masuk dalam tahap penyusunan DPA

	
	
	Terbatasnya ketersediaan titik air pengeboran air bersih di beberapa lokasi
	Ketersediaan sumber air pada lokasi kegiatan
	
	Menggunakan teknologi yang tepat dalam metode konstruksi pengeboran air bersih

	
	
	Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
	Tidak ada perubahan target kinerja dan anggaran  pada kegiatan tersebut sehingga capaian kegiatan berjalan sesuai rencana
	
	Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan

	NO.
	PROGRAM
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH  TARGET
	SOLUSI YANG DILAKUKAN

	3
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pembangunan IPLT tidak dapat terlaksana karena masih menunggu hasil kajian dokumen RISPAM dan SSK


	Konsistensi target kinerja dan anggaran kegiatan sehingga hasil kegiatan dapat tercapai 
	 
	Menyusun dokumen RISPAM dan SSK sebagai dokumen induk pengelolaan air limbah ke depannya

	4
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan

	 
	 
	Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan

	5
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan

	 
	 
	Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan

	6
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	 
	Koordinasi yang baik dalam pengumpulan baseline data di lingkungan unit kerja maupun diluar unit kerja sehingga penyusunan dokumen RP2KPKPK bisa terlaksana dengan baik

	 
	pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan teknis kegiatan dapat dilakukan lebih awal agar pekerjaan revisi mempunyai waktu yang cukup

	
	
	
	Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam hal ini tenaga ahli/konsultan

	
	 

	NO.
	PROGRAM
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI  TARGET
	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH  TARGET
	SOLUSI YANG DILAKUKAN

	7
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	 
	Perencanaan dokumen teknis yang matang dan tersedianya tenaga ahli/konsultan yang berkualitas serta ketersediaan anggaran yang cukup 
	Antusias pemohon yamg tinggi untuk mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline
	memaksimalkan akses informasi pemenuhan administrasi permohonan mengurus PBG/SLF baik secara online(website SIMBG) maupun offline (konsultasi langsung dengan petugas yang ada di Mall Pelayanan Publik)

	8
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	belum ada pengembang yang sudah memenuhi persyaratan penyerahan PSU dalam hal ini pengembang belum memiliki akte pelepasan hak atas tanah dari notaris.
	 
	 
	Mendorong pengembang untuk segera menyelesaikan berkas administrasi sebagai syarat peyerahan PSU ke pihak PemKab

	9
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Jumlah peserta pelatihan ada beberapa yang mundur dikarenakan waktu pelaksanaannya dan penyusunan laporan yang harus dibuat oleh peserta sebagai syarat lulus sertifikasi pelatihan
	 
	 
	Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan lebih awal dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta 

	
	
	 
	
	
	untuk menaikkan jenjang skema
sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha ) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab
Teknis Badan Usaha) diperlukan penambahan anggaran karena biaya sertifikasinya yang mahal 
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[bookmark: _Toc76790689]Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu dan capaian Renstra  Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:	
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Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan                                                                             Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan 
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (tahun berjalan) 
Kabupaten Pamekasan
	[bookmark: RANGE!A1:Q245]Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Lembar:…

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

	
	
	
	
	
	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023
	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10
	11=(10/9)

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 dan KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	100
	%
	78,5
	%
	100
	%
	100
	%
	100%
	100
	 %
	98,31
	 % 
	98,31%

	1.04.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	4
	Perencanaan
	4
	Perencanaan
	 4
	Perencanaan
	4
	Perencanaan
	100%
	4
	Perencanaan 
	4
	 Perencanaan 
	100,00%

	1.04.01.2.01.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 
	3
	Dokumen
	3
	Dokumen
	3
	Dokumen
	3
	Dokumen
	100%
	3
	Dokumen 
	1
	Dokumen  
	33,33%

	1.04.01.2.01.02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan
	74
	Dokumen
	62
	Dokumen
	59
	Dokumen
	59
	Dokumen
	100%
	56
	Dokumen 
	56
	Dokumen  
	100,00%

	1.04.01.2.01.04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan
	23
	dokumen
	22
	dokumen
	20
	dokumen
	20
	dokumen
	100%
	56
	Dokumen 
	56
	Dokumen  
	100,00%

	1.04.01.2.01.02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan
	3
	Laporan
	3
	dokumen
	3
	dokumen
	3
	dokumen
	100%
	3
	 Laporan
	3
	Laporan 
	100,00%

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	100
	%
	100
	%
	100 
	%
	100
	%
	100%
	100
	%
	100
	%
	100,00%

	1.04.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	1
	Unit Kerja
	1
	Unit Kerja
	1 
	Unit Kerja
	1
	Unit Kerja
	100%
	1
	 Unit Kerja
	1
	 Unit Kerja
	100,00%

	1.04.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan
	33
	Orang/Bulan
	14
	Bulan
	33
	Orang/Bulan
	33
	Orang/Bulan
	100%
	33
	Orang/Bulan
	33
	Orang/Bulan 
	100,00%

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	80
	%
	49,81
	%
	80 
	%
	9,06
	%
	11,32%
	80
	%
	0
	%
	 0%

	1.04.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	60
	Orang
	36
	Aparatur
	53
	Aparatur
	6
	Aparatur
	11,32%
	60
	Orang
	0
	Orang
	 0%

	1.04.01.2.05.09
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
	60
	 Orang
	40
	Aparatur
	- 
	Aparatur
	-
	Aparatur
	-%
	60
	Orang
	0
	Orang
	 0%

	1.04.01.2.05.0002
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	-
	Paket
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60
	Paket 
	0
	Paket  
	0% 

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	100
	%
	85,29
	%
	100 
	%
	92,24
	%
	92,24%
	100
	%
	57,47
	 %
	 0%

	1.04.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah sarana yang layak fungsi
	5
	Sarana
	5
	Sarana
	5 
	Sarana
	5
	Sarana
	100%
	5 
	Sarana 
	4
	 Sarana 
	0% 

	1.04.01.2.06.01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
	12
	Paket
	10
	komponen
	12 
	Paket
	12 
	Paket
	100%
	12 
	Paket
	0
	Paket 
	0% 

	1.04.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	72
	Paket 
	64
	Peralatan 
	72 
	Paket 
	72
	Paket
	100%
	 72
	Paket 
	20
	Paket 
	0% 

	1.04.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
	89
	Paket
	12
	bulan
	89 
	Paket
	64
	Paket
	71,91%
	 89
	Paket 
	4
	Paket 
	0% 

	1.04.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	7
	Paket
	7
	Paket
	7
	Paket
	7
	Paket
	100%
	7
	Paket
	4
	 Paket
	0% 

	1.04.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
	80
	Laporan
	80
	Kali
	 80
	Laporan
	80
	Laporan
	100%
	80
	Laporan
	22
	Laporan 
	 0%

	1.04.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	3
	Prasarana
	3
	Prasarana
	1 
	Prasarana
	1
	Prasarana
	100%
	1 
	 Prasarana
	0
	 Prasarana
	 0%

	1.04.01.2.07.01
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan
	1
	Kendaraan
	1
	Kendaraan
	- 
	Kendaraan
	-
	Kendaraan
	0%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.01.2.07.02
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan
	- 
	 -
	5
	Kendaraan
	- 
	Kendaraan
	-
	Kendaraan
	0%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.01.2.07.10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi
	27
	 unit
	27
	 unit
	15 
	 unit
	15
	Unit
	100%
	55 
	 Unit
	0
	 Unit
	 0%

	1.04.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	3
	Jasa Penunjang
	3
	Jasa Penunjang
	3 
	Jasa Penunjang
	3
	Jasa Penunjang
	100%
	3
	 Jasa Penunjang
	3
	 Jasa Penunjang
	100,00%

	1.04.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan
	2
	Laporan
	2
	 Jasa Layanan
	2 
	Laporan
	2
	Laporan
	100%
	2
	Laporan 
	2
	 Laporan
	100,00%

	1.04.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan

	217
	Laporan
	6
	Jasa Layanan
	217 
	Laporan
	200
	Laporan
	92,16%
	217
	Laporan
	54
	Laporan 
	24,88%

	1.04.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
	30
	Laporan
	11
	 Jasa Layanan
	30
	Laporan
	30
	Laporan
	100%
	30
	Laporan
	30
	Laporan 
	100,00%

	1.04.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	3
	Pemeliharaan
	3
	Pemeliharaan
	3 
	Pemeliharaan
	3
	Pemeliharaan
	100%
	3
	Pemeliharaan
	1
	 Pemeliharaan
	33,33%

	1.04.01.2.09.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
	5
	Unit
	5
	Kendaraan
	5 
	Unit
	5 
	Unit
	100%
	5
	Unit 
	5
	 Unit
	100,00%

	1.04.01.2.09.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola
	148
	Unit
	25
	 unit
	148 
	 unit
	140
	unit
	94,59%
	100
	Unit 
	15
	 Unit
	15,00%

	1.04.01.2.09.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi
	19
	Unit
	8
	Ruang
	 19
	Unit
	16
	Unit
	84,21%
	19
	 Unit
	0
	Unit 
	0,00%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
	67,59
	%
	62,22
	%
	80 
	%
	70,36
	%
	87,95%
	67,09 
	 %
	 -
	 %
	0% 

	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	8
	 SPAM
	10
	 SPAM
	11 
	SPAM
	11
	SPAM
	100%
	 8
	SPAM 
	 -
	 SPAM
	0% 

	1.03.03.2.01.01
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun
	 
	 
	2
	dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.03
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun
	 
	 
	7
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.04
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan
	 
	 
	162
	Dusun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.05
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan
	 
	 
	4
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.06
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	1
	 Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.07
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	 Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas
	 
	 
	2
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.08
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki
	 
	 
	5
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.11
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi
	 
	 
	-
	KKM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.13
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama SPAM
	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi
	 
	 
	1
	unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.15
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara
	 
	 
	-
	kegiatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.19
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan
	 
	 
	12
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.20
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki
	 
	 
	3
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.03.2.01.01
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
	 
	 
	 
	 
	3
	Dokumen
	3
	Dokumen
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.03
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun
	2
	Dokumen
	 
	 
	6
	Liter/Detik
	5
	Liter/Detik
	83,33%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.04
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
	12
	Liter/Detik
	 
	 
	1100
	SR
	901
	SR
	81,91%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.05
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
	8
	Liter/Detik
	 
	 
	5
	Liter/Detik
	5
	Liter/Detik
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.06
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya
	-
	-
	 
	 
	16
	Liter/Detik
	14
	Liter/Detik
	87,50%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.07
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
	-
	-
	 
	 
	25
	SR
	20
	SR
	80,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.08
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki
	5
	Kelompok Masyarakat
	 
	 
	5
	Unit
	3
	Unit
	60,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.11
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi

	1
	Unit
	 
	 
	2
	Kelompok Masyarakat
	2
	Kelompok Masyarakat
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.13
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama SPAM
	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama
	-
	-
	 
	 
	1
	Unit
	1
	Unit
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.15
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
	5
	Kelompok Masyarakat
	 
	 
	1
	Unit
	0
	Unit
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.19
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan
	1
	Unit
	 
	 
	915
	SR
	875
	SR
	95,63%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.03.2.01.20
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	-
	-
	 
	 
	5
	Unit
	4
	Unit
	80,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	67,09
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,09
	%
	0
	%
	0,00%

	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	8
	SPAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	SPAM 
	0
	SPAM 
	0,00%

	1.03.03.2.01.0025 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang disusun
	2
	Dokumen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Dokumen 
	0
	Dokumen 
	0,00%

	1.03.03.2.01.0028 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun
	12
	Liter/Detik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	Liter/Detik
	0
	Liter/Detik
	0,00%

	1.03.03.2.01.0026 
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	8
	Liter/Detik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	Liter/Detik
	0
	Liter/Detik
	0,00%

	1.03.03.2.01.0032
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	970
	SR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495
	SR
	0
	SR
	0,00%

	1.03.03.2.01.0031 
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang
dioptimalisasi
	9
	Unit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Unit 
	0
	Unit 
	0,00%

	1.03.03.2.01.0024 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	5
	Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Orang
	0
	Orang
	0,00%

	1.03.03.2.01.0030 
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	1
	Unit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Unit 
	0
	Unit 
	0,00%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan
	 
	 
	66,65
	%
	67,65
	%
	67,23
	%
	99,37%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	13
	 SPALD
	6
	 SPALD
	11
	SPALD
	5
	 SPALD
	45,45%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.05
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ ditingkatkan
	 
	 
	7
	 Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.07
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah SDM Tehnik pengelolaan air limbah domestik yang dibina
	 
	 
	35
	SDM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.08
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestic
	 
	 
	32
	Peserta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.09
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan
	 
	 
	7
	SDM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.12
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun
	 
	 
	9
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.05.2.01.01
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.05
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman
	 
	 
	 
	 
	100
	Rumah Tangga
	100
	Rumah Tangga
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.07
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
	 
	 
	 
	 
	35
	Orang
	35
	Orang
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.08
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	 
	 
	 
	 
	17
	Kelompok
	17
	Kelompok
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.09
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	 
	 
	 
	 
	70
	Orang
	70
	Orang
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.10
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara
	 
	 
	 
	 
	2
	Unit
	0
	Unit
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.11
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.12
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	 
	 
	 
	 
	890
	Rumah Tangga
	890
	Rumah Tangga
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.15
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
	Kapasitas IPLT Terbangun
	 
	 
	 
	 
	1
	M3/Hari
	0
	M3/Hari
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.16
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi
	 
	 
	 
	 
	1
	M3/Hari
	0
	M3/Hari
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.05.2.01.17
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	95,5
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,22
	%
	0
	%
	 

	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	13
	SPALD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	SPALD
	0
	SPALD
	 

	1.03.05.2.01.0041 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
	1
	Dokumen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Dokumen 
	0
	Dokumen 
	 

	1.03.05.2.01.0027
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 
	35
	MA3/Hari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	MA3/Hari
	0
	MA3/Hari
	 

	1.03.05.2.01.0040 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	13
	Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	Orang
	0
	Orang
	 

	1.03.05.2.01.0034 
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)
	17
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Desa
	0
	Desa
	 

	1.03.05.2.01.0035 
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya
	1
	Penyelenggara
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Penyelenggara
	0
	Penyelenggara
	 

	1.03.05.2.01.0038 
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan
dan Dipelihara
	2
	Unit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Unit 
	0
	Unit 
	 

	1.03.05.2.01.0029 
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	1
	Dokumen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen 
	0
	Dokumen 
	 

	1.03.05.2.01.0023 
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	225
	MA3/Hari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221
	MA3/Hari
	0
	MA3/Hari
	 

	1.03.05.2.01.0037 
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
	1
	Unit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Unit 
	0
	Unit 
	 

	1.03.05.2.01.0033 
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	40
	Rumah Tangga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	Rumah Tangga
	0
	Rumah Tangga
	 

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan
	 
	 
	20,76
	%
	52,25
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	 
	 
	3
	Sistem Drainase
	3
	Sistem Drainase
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01.12
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun
	 
	 
	9
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01.14
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi
	 
	 
	9
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01.16
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun
	 
	 
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.06.2.01.12
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	 
	 
	 
	 
	9283
	M
	7985,48
	M
	86,02%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01.14
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi
	 
	 
	 
	 
	518
	M
	475,26
	M
	91,75%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.06.2.01.16
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	1
	Dokumen
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	241,71
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,87
	Ha
	0
	Ha
	0%

	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	2
	Sistem Drainase
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Sistem Drainase
	0
	Sistem Drainase
	0%

	1.03.06.2.01.0012
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	1200
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1034
	M
	0
	M
	0%

	1.03.06.2.01.0020
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
	400
	M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Sistem Drainase Lingkungan
	0
	Sistem Drainase Lingkungan
	0%

	1.03.06.2.01.0023
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Lingkungan yang disusun
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.07
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Persentase Permukiman yang Dikembangkan
	 
	 
	50,38
	%
	80
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan
	 
	 
	2
	Infrastruktur
	3
	Infrastruktur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01.01
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan
	 
	 
	473
	 Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01.02
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan
	 
	 
	2
	 unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01.03
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan
	 
	 
	0
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.07.2.01.01
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	607
	Sistem Jaringan
	577
	Sistem Jaringan
	95,06%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01.02
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	 
	 
	 
	 
	1
	Sistem Jaringan
	0
	Sistem Jaringan
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.07.2.01.03
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	 
	 
	 
	 
	1
	Sistem Jaringan
	0
	Sistem Jaringan
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	KEGIATAN PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN TIDAK ADA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN HASIL PEMUTAKHIRAN YANG BARU

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Persentase Bangunan Gedung yang tertata
	 
	 
	33,92
	%
	30
	%
	34,24
	%
	114,15%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	 
	 
	2
	Penyelenggaraan
	2
	Penyelenggaraan
	2
	Penyelenggaraan
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.08.2.01.01
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan
	 
	 
	244
	Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.08.2.01.02
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun
	 
	 
	3
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor
	 
	 
	6
	Sarpras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan
	 
	 
	2
	Gedung Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.08.2.01.01
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
	 
	 
	 
	 
	200
	Dokumen
	234
	Dokumen
	117,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.08.2.01.02
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 
	 
	 
	5
	Dokumen
	5
	Dokumen
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	66,67
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,33
	%
	17,83
	%
	53,50%

	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	2
	Penyelenggaraan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Penyelenggaraan
	1
	Penyelenggaraan
	50,00%

	1.03.08.2.01.0023 
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

	200
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	Dokumen
	107
	Dokumen
	53,50%

	1.03.08.2.01.0021 
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	2
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata

	 
	 
	36,58
	%
	40
	%
	40
	%
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan

	 
	 
	1
	Penataan Bangunan
	1
	Penataan Bangunan
	1
	Penataan Bangunan
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.09.2.01.03
	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata

	 
	 
	227
	Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.09.2.01.03
	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	 
	 
	 
	 
	3
	Kawasan
	3
	Kawasan
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik
	66,67
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,33
	%
	0
	%
	0%

	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	1
	Pentaan Bangunan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Pentaan Bangunan
	0
	Pentaan Bangunan
	0%

	1.03.09.2.01.0008 
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
yang Ditata

	258
	Kawasan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	712
	Kawasan
	0
	Kawasan
	0%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.03.11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi

	 
	 
	24,89
	%
	24
	%
	14,1
	%
	58,75%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	 
	 
	2
	Penyelenggara an
	2
	Penyelenggaraan
	2
	Penyelenggaraan
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.01.04
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan
	 
	 
	135
	 Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.01.06
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat
	 
	 
	135
	 Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	 
	 
	17,71
	%
	57,14
	%
	65,71
	%
	115%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.01 
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah Dokumen SOP yang disusun
	 
	 
	0
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.02 
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

	 
	 
	70
	Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.03 
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

	 
	 
	23
	Badan Usaha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.03.11.2.01.0016
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan

	 
	 
	 
	 
	150
	 Orang
	59
	 Orang
	39,33%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.01.0010
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi
	 
	 
	 
	 
	150
	 Orang
	51
	 Orang
	34,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	50 
	Badan Usaha
	17,71
	%
	57,14
	%
	65,71
	%
	115,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.01 
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.02 
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	 
	 
	70
	Orang
	100
	Orang
	115
	Orang
	115,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.03.11.2.04.03 
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	 
	 
	23
	Badan Usaha
	0
	Laporan
	0
	Laporan
	#DIV/0!
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.03.11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	94,83
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,16
	%
	0
	%
	0,00%

	
	
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	100
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	%
	0
	%
	0,00%

	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	2
	Penyelenggara
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Penyelenggara
	0
	Penyelenggara
	0,00%

	1.03.11.2.01.0016 
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih
	250
	Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Orang
	0
	Orang
	0,00%

	1.03.11.2.01.0010 
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	250
	Orang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Orang
	0
	Orang
	0,00%

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	85,14
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,14
	%
	8,89
	%
	12,50%

	1.03.11.2.04.0008
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib  Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%

	1.03.11.2.04.0006
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	100
	Lembaga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Lembaga
	25
	Lembaga
	25,00%

	1.03.11.2.04.0004
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	100
	Paket Pekerjaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Paket Pekerjaan
	0
	Paket Pekerjaan
	0,00%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Prosentase Rumah Layak Huni
	 
	 
	28,46
	%
	96,27
	%
	85,57
	%
	88,89%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.01
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan
	 
	 
	3
	Pendataan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.01.01
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi
	 
	 
	2
	Kecamatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.01.02
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi
	 
	 
	2
	Kecamatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.01.03
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertengani yang disediakan
	 
	 
	2
	Kecamatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	 
	 
	11,82
	%
	100
	%
	77,78
	%
	77,78%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.03.01 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki
	 
	 
	   12,00 
	Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.03.06
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
	jumlah lingkungan perumahan  pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara
	 
	 
	   12,00 
	Unit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 

	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Prosentase Rumah Layak Huni
	 
	 
	28,46
	%
	96,27
	%
	85,57
	%
	88,89%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	55,55
	%
	11,82
	%
	100
	%
	77,78
	%
	77,78%
	22,22
	%
	1,21
	%
	5,45%

	1.04.02.2.03.01 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki

	75
	Unit Rumah
	 
	 
	25
	Unit Rumah
	20
	Unit Rumah
	80,00%
	40
	Unit Rumah
	2
	Unit Rumah
	5,00%

	1.04.02.2.03.04
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
	30
	Unit Rumah
	 
	 
	20
	Unit Rumah
	15
	Unit Rumah
	75,00%
	15
	Unit Rumah
	1
	Unit Rumah
	6,67%
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	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	33,33
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,22
	%
	1,21
	%
	5,45%

	
	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	33,33
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,22
	%
	-
	 
	 

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	55,55
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,22
	%
	1,21
	%
	5,45%

	1.04.02.2.03.01 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki
	75
	Unit Rumah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	Unit Rumah
	2
	Unit Rumah
	5,00%

	1.04.02.2.03.04
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
	30
	Unit Rumah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	Unit Rumah
	1
	Unit Rumah
	6,67%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani
	 
	 
	92
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	 
	 
	50
	%
	100
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.02.01.02
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh  yang disusun
	 
	 
	2
	Dokumen
	4
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	1
	kawasan
	1
	kawasan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.02.02
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun
	 
	 
	3
	Dokumen
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	 
	 
	2
	Peningkatan Kualitas
	2
	Peningkatan Kualitas
	2
	Peningkatan Kualitas
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.03.01
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	 
	 
	-
	-
	1
	Dokumen
	1
	Dokumen
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.03.02
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
	 
	 
	270
	Unit
	-
	-
	0
	Unit
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.03.2.03.04
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	 
	 
	3
	Koordinasi
	3
	Laporan
	3
	Laporan
	100%
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	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani
	20
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	%
	20
	%
	20%

	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	66,67
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,33
	%
	6,67
	%
	20%

	1.04.03.2.01.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0%

	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	1
	Penataan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Penataan
	0
	Penataan
	0%

	1.04.03.2.02.0008 
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
	1
	Dokumen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0%

	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	1
	Peningkatan Kualitas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Peningkatan Kualitas
	1
	Peningkatan Kualitas
	100%

	1.04.03.2.03.0004 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
	3
	Laporan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Laporan
	1
	Laporan 
	33%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
	 
	 
	95,91
	%
	96,27
	%
	95,72
	%
	99,43%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	 
	 
	1
	Perbaikan RTLH
	1
	Perbaikan RTLH
	1
	Perbaikan RTLH
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.04.2.01.01
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha  yang diperbaiki
	 
	 
	750
	Unit
	349
	Unit Rumah
	347
	Unit Rumah
	99,43%
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	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	1,74
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,42
	%
	0
	%
	0,00%

	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	1
	Perbaikan RTLH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Perbaikan RTLH
	0
	Perbaikan RTLH
	0,00%

	1.04.04.2.01.0001 
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	730
	Unit Rumah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	Unit Rumah
	0
	Unit Rumah
	0,00%

	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase PSU yang ditingkatkan
	 
	 
	33,33
	%
	100
	%
	0
	%
	0%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	 
	 
	22,22
	%
	77,77
	%
	0
	%
	0%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.04.05.2.01.03 
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan
	 
	 
	1
	PSU
	3
	Laporan
	0
	Laporan
	0%
	 
	 
	 
	 
	 

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	22,22
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,67
	%
	0
	%
	0,00%

	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	66,67
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,33
	%
	0
	%
	0,00%

	1.04.05.2.01.0003 
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	2
	Laporan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Laporan
	0
	Laporan
	0,00%

	KEPMENDAGRI 1317 TAHUN 2023

	2.10.5
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	66,67
	%
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	33,33
	%
	0
	%
	0,00%

	2.10.5.201
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	1
	Koordinasi
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	1
	Koordinasi
	0
	Koordinasi
	0,00%

	2.10.05.2.01.0002 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1
	Dokumen
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	1
	Dokumen
	0
	Dokumen
	0,00%



	

RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	 47

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.
Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.
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[bookmark: _Toc76790690]Tabel 2.3                                                                                                                                                                                                                   Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan (2023)

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
 
	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung
	90,06%
	105%
	117%

	
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi
	80%
	56,43%
	70,54%

	Meningkatnya  Lingkungan Permukiman yang sehat
 
 
 
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	97,77%
	94,79%
	96,95%

	
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh
	21,01%
	19,57%
	95,06%

	
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
	57,53%
	48,31%
	83,97%

	
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
	67,65%
	59,35%
	87,74%

	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP 
	A
	A
	100%


Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman
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1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Kegiatan yang dilaksanakan pada indicator sasaran diatas yaitu terkait penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) namun dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pemberi rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan ke Dinas PMPTSP yang akan menerbitkan dokumen PBG dan SLF tadi. Capaian kinerja pada indicator sasaran prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung bisa dikatakan tinggi karena capaian kinerjanya melebihi 100% dari target kinerja 200 Dokumen PBG berhasil di realisasikan sebanyak 234 dokumen PBG yang sudah terbit di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan yang tinggi baik secara Online (SIMBG) maupun Offline (Mall Pelayanan Publik). Kendati demikian masih ada kendala yang masih ditemukan seperti kurang pahamnya pemohon terhadap penggunaan aplikasi SIMBG sehingga mengakibatkan lamanya proses permohonan. Solusinya pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas di Mall Pelayanan Publik yang sudah ditugaskan khusus melayani permohonan PBG.
2. Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi.
Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan  IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung ) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Indikator sasaran ini didukung oleh beberapa program seperti program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungan serta program pengembangan jasa konstruksi. Capaian kinerja pada indicator sasaran ini bisa dikatakan cukup baik dengan capaian kinerja 70,54% karena ada kegiatan yang targetnya tidak tercapai seperti pada kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi, dari target 150 Orang hanya terealisasi 59 Orang. Hal ini mempengaruhi hasil capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut karena program jasa konstruksi merupakan salah satu penunjang indikator sasaran Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi. Solusi ke depannya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi akan diselenggarakan lebih awal dan target jumlah pesertanya akan disesuaikan lagi dengan biaya uji sertifikasi yang relative naik. Strateginya yaitu dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta menambah anggaran untuk skema sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha ) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha). 
3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Indikator sasaran ini merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Sasaran dari kegiatan ketersediaan rumah layak huni ini adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah). Pedoman terkait penyelenggaraan kegiatan rumah tidak layak huni sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020. Program yang mendukung capaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Total rumah yang telah dilaksanakan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni tahun 2023 yaitu sejumlah 483 unit rumah, sehingga rumah layak huninya semakin bertambah dari yang sebelumnya sejumlah 214.210 rumah menjadi 214.695 rumah yang layak huni dari total rumah kabupaten pamekasan 221.322 unit. Jadi cakupan ketersediaan rumah layak huni yang dicapai yaitu 97,01%. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini seharusnya bisa mencapai kinerja 100% apabila tidak ada CPB (Calon Penerima Bantuan) yang mundur. Ada 4 penerima bantuan yang mundur dengan alasan tidak mampu berswadaya. Cuaca yang buruk dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terbatas serta persediaan material yang kurang lengkap juga menjadi faktor penghambat yang sering ditemukan di lapangan. Solusinya  dari permasalahan tersebut yaitu memastikan kembali ketersedian tenaga terampil konstruksinya serta menunggu hari baik karena ada beberapa tenaga kerjanya yang petani tembakau.
4. Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara fisik, social, ekonomi dan budaya. Maka dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat mengurangi dan menurunkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dan penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) sebagai dokumen perencanaan teknisnya. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini berupa pembangunan jalan lingkungan. Capaian kinerja pada indicator sasaran terbilang tinggi yaitu 95,00% namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, hanya terlaksana tahapan perencanaannya saja. Solusi agar capaian kinerja bisa terlaksana maksimal yaitu pengesahan PAK agar bisa dilakukan pada awal semester 2 atau pada Triwulan ketiga sehingga penambahan atau perubahan lokasi kegiatan infrastruktur jalan lingkungan bisa terakomodir dengan baik.
5. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan
Indikator sasaran diatas merupakan perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang berkualitas (layak) dengan jumlah rumah tangga seluruhnya di Kabupaten Pamekasan. Program  pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum menjadi penunjang indicator sasaran ini dimana pada tahun 2023 ini sudah terealisasi 2.414 SR dari target 2.875 SR sehingga capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 83,97%.  Seperti halnya dengan  indicator sasaran penurunan luasan kawasan kumuh diatas dimana capaian kinerjanya tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak mungkin terlaksana sehingga mempengaruhi capaiannya. Selain itu lokasi kegiatan yang berubah-ubah menyebabkan melakukan tahapan perencanaan ulang seperti survey lokasi kembali dan lain sebagainya, serta terbatasnya ketersediaan titik-titik air untuk pengeboran air bersih di beberapa lokasi sehingga mempersulit infrstruktur pembangunan system penyediaan air minumnya.


6. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
Indikator sasaran ini merupakan suatu perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini ditunjang dengan program pengelolaan dan pengembangan system air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan system drainase. Pembangunan tangki septik individual di permukiman perdesaan dan tangki septik komunal di lingkungan pondok pesantren pada program air limbah sudah terlaksana semua, namun pada program drainase belum terealisasi semua dari total target panjang saluran drainase 9.801 meter hanya terealisasi 8.460,74 meter. Hal ini karena tidak ada kejelasan lokasi dari pihak aspiratornya dan ketika di survey ke lokasi ternyata system drainasenya masih berfungsi dengan baik, sehingga dari 65 lokasi hanya dikerjakan 60 lokasi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator sasaran ini sehingga tidak bisa mencapai target maksimalnya yaitu di 87,73%., apabila dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,74% maka capaian tahun 2023 cenderung naik. Kenaikan capaian kinerja ini bisa dikatakan suatu keberhasilan pada indicator sasaran tersebut, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pengelolaan kegiatan yag baik serta SDM yang memiliki kompetensi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder. Sedangkan faktor penghambat lainnya pada kinerja indicator sasaran ini yaitu karena pengesahan perubahan anggaran kegiatan yang mendekati akhir tahun serta target lokasi kegiatan yang awalnya 8 lokasi menjadi 35 lokasi. Solusi kedepannya untuk perubahan anggaran kegiatan yang tidak mungkin terlaksana di tahun berjalan tidak harus merubah target, jadi hanya anggaran saja yang berubah.
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman disajikan dalam tabel berikut ini: 	
	Tabel 2.4 

	Pencapaian Kinerja Pelayanan

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

	Kabupaten Pamekasan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No. 
	Indikator
	SPM/standar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Tahun 2022
	Tahun 2023 (TRW 1-4)
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	Jumlah Warga Negara korban  bencana yang
memperoleh rumah layak
huni
	97,37%
	97,57%
	97,77%
	98,14%
	92,43%
	94,79%
	97,77%
	98,14%
	Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkat dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penetapan target yang sesuai SK Penerima Bantuan Bagi Korban Bencana meskipun ada beberapa CPB yang mundur


	No.
	Indikator
	SPM/standar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun2021
	Tahun2022
	Tahun2023
	Tahun 2024
	Tahun 2022
	Tahun 2023 (TRW-1-4)
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

	 
	 
	 
	 
	 
	0%
	 
	 
	Capaian indikator kegiatan ini nol atau bisa dikatakan tidak terlaksana karena tidak adanya program relokasi oleh Pemerintah Daerah. 

	2
	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung 
	 
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
	67,83%
	78,94%
	90,06%
	33,33%
	95,35%
	105,37%
	90,06%
	33,33%
	Capaian rasio kepatuhan IMB setiap tahunnya meningkat bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antusisa pemohon yang tinggi dalam mengurus PBG/SLF


	No.
	Indikator
	SPM/standar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun2021
	Tahun2022
	Tahun2023
	Tahun 2024
	Tahun 2022
	Tahun 2023 (TRW-1-4)
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi
	 
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi
	20%
	60%
	80%
	33,33%
	56,40%
	56,43%
	80%
	33%
	Capaian rasio bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi juga meningkat karena jumlah gedung pemerintah dan sarpras yang dibangun juga meningkat

	4
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
	 
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
	63,03%
	42,02%
	21,01%
	100,00%
	30,23%
	19,97%
	21,01%
	100%
	Capaian penurunan luasan kawasan kumuh setiap tahunnya semakin berkurang kekumuhannya hal ini karena pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di kawasan strategis semakin meningkat jumlahnya

	No.
	Indikator
	SPM/standar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun2021
	Tahun2022
	Tahun2023
	Tahun 2024
	Tahun 2022
	Tahun 2023 (TRW-1-4)
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari
	55,53%
	56,53%
	57,53%
	58,53%
	43,97%
	48,31%
	57,53%
	58,53%
	Capaian akses air minum layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan sumber air bersih di lokasi kegiatan dan anggaran yang memadai menjadi factor meningkatnya capaian kinerja di bidang air minum







	No.
	Indikator
	SPM/standar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun2021
	Tahun2022
	Tahun2023
	Tahun 2024
	Tahun 2022
	Tahun 2023 (TRW-1-4)
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Proporsi Rumah Tangga ( RT ) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	65,65%
	66,65%
	67,65%
	68,65%
	37,15%
	59,35%
	67,65%
	68,65%
	Capaian akses sanitasi yang layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat cukup lumayan dari tahun sebelumnya, hal ini karena pada tahun 2023 tidak ada perubahan anggaran sehingga penetapan target kinerjanya masih sama dengan DPA awal sehingga capaian kinerjanya bisa optimal



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi isu penting sebagai berikut: 
1. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman masih belum terintegrasi;
2. Memastikan pelayanan infrastruktur permukiman dalam kondisi layak dan baik;
3. 	Pentingnya penyusunan data base sarana prasarana utilitas umum, untuk perencanaan pembangunan kawasan permukiman;
4. 	Pentingnya segera penetapan ruas jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Bidang Kawasan Permukiman untuk menghindari tumpang tindih penanganan jalan lingkungan dengan pemerintah desa;
5.	Masih banyaknya rumah yang tidak memenuhi stándar kelayakan hidup sehingga diperlukan rehabilitasi/perbaikan atau pembangunan rumah baru untuk mengatasi isu permasalahan ini;
6. 	Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan mempengaruhi akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni;
7. 	Memastikan fasilitas umum sarana sanitasi dan pemetaan sumber air baru dalam kondisi baik;
8.	Kebijakan dan Regulasi yang tidak konsisten dapat menjadi hambatan terhadap proses pembangunan perumahan sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan;




	

40

2.3.1	Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  Permukiman Kabupaten Pamekasan
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut : 
1. Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2.	Pemberian rekomendasi untuk menerbitkan  PBG Online dan SLF.
3.	Pemenuhan kebutuhan pokok air bersih terhadap rumah tangga di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
4.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
5. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kawasan strategis di kawasan permukiman kumuh.
6. Penyediaaan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyedia jasa konstruksi.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan difokuskan pada pelayanan perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan dan pengelolaan SPAM, dan pengolahan air limbah domestik yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman, mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh dan mencegah stunting di kawasan perdesaan.
2.3.2	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan 	Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:
a. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan perumahan dan pemukiman.
b. Lokasi kegiatan yang masih belum jelas dan cenderung berubah-ubah baik lokasi maupun anggarannya.
c. Adanya refokusing anggaran di awal tahun membuat sistem perencanaan di SIPD juga berubah sehingga menyebabkan kegiatan fisik belum bisa dilaksanakan.
d. Perubahan nama penerima bantuan perbaikan RTLH dikarenakan ada yang menolak untuk swadaya dengan alasan tidak ada biaya dan ada juga yang sudah meninggal
2.3.3	Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah, terhadap Capaian Program Nasional
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan  Tahun 2018–2024, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, yaitu: 
	MISI I
	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia

	MISI 2
	Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.

	MISI 3
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

	MISI 4
	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan

	MISI 5
	Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Kabupaten Pamekasan, sebagai garda depan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-4 Kabupaten Pamekasan yaitu: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Indikator sasaran RPD yang juga menjadi indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur mendukung capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur terutama di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2.3.4 	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan
Dalam meningkatkan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:
a.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman. 
b.	Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi,
c. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman di sekitar lokasi tempat bekerja
d. Memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
e. Pembangunan prasarana air minum berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di perdesaan maupun perkotaan.
f. Meningkatkan pemanfaatan penataan kawasan secara optimal dalam peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
g. Meningkatkan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis seiring dengan kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan.
h. Meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat terutama di perdesaan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:
a.	Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman
b. 	Mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan APBD yang mendukung program prioritas Bupati Kabupaten Pamekasan
c.	Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
d.	Tersedianya pelatihan mengenai teknologi informasi yang mendukung peran serta kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
e.	Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data , evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.
2.3.5	Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan  Kegiatan Prioritas Tahun 2025
Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis.
b. Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung serta lingkungannya.
c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang jasa konstruksi.
d. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien.
e. Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.
f. Meningkatkan  prasarana sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan.
g. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perdesaan dan perkotaan.
h. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan air limbah domestic terpusat skala permukiman.
2.4 	Review terhadap Rancangan Awal  RKPD
Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 program,  4 kegiatan dan 20 sub kegiatan, Urusan Pilihan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 21 program, 35 kegiatan dan 99 sub kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, sebagai pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:	
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[bookmark: _Toc76790692]Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025                                                                                                                       Kabupaten Pamekasan 
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	
	
	Lembar……
	dari…..

	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analisis Kebutuhan 
	Catatan Penting

	
	Program/ Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Program/ Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Rp. 000)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	67,09%
	Rp46.257.794.150
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	67,09%
	Rp46.257.794.150
	 

	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	8 SPAM
	Rp46.257.794.150
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	8 SPAM
	Rp46.257.794.150
	 

	1.03.03.2.01.0025
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun
	3 Dokumen
	Rp300.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun
	3 Dokumen
	Rp300.000.000
	 

	1.03.03.2.01.0028 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	12 Liter/Detik
	Rp34.952.484.250
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	12 Liter/Detik
	Rp34.952.484.250
	 

	1.03.03.2.01.0026 
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	10 Liter/Detik
	Rp3.874.197.000
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	10 Liter/Detik
	Rp3.874.197.000
	 

	1.03.03.2.01.0032 
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	970 SR
	Rp5.102.978.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	970 SR
	Rp5.102.978.000
	 

	1.03.03.2.01.0031 
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	9 Unit
	Rp1.067.724.000
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	9 Unit
	Rp1.067.724.000
	 

	1.03.03.2.01.0024 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	5 Kelompok Masyarakat
	Rp860.410.900
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	5 Kelompok Masyarakat
	Rp860.410.900
	 

	1.03.03.2.01.0030 
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	1 Unit
	Rp100.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	1 Unit
	Rp100.000.000
	 

	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	95,22%
	Rp12.767.100.700
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	95,22%
	Rp12.767.100.700
	 

	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	13 SPALD
	Rp12.767.100.700
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	13 SPALD
	Rp12.767.100.700
	 

	1.03.05.2.01.0041 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
	1 Dokumen
	Rp250.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
	1 Dokumen
	Rp250.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0027  
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Dioptimalisasi
	15 Rumah Tangga
	Rp890.033.700
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Dioptimalisasi
	15 Rumah Tangga
	Rp890.033.700
	 

	1.03.05.2.01.0040 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	35 Orang
	Rp100.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	35 Orang
	Rp100.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0034 
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)
	17 Kelompok
	Rp100.000.000
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)
	17 Kelompok
	Rp100.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0035 
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya
	13 Orang
	Rp100.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya
	13 Orang
	Rp100.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0038 
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan
dan Dipelihara
	2 Unit
	Rp100.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan
dan Dipelihara
	2 Unit
	Rp100.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0029 
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	1 Dokumen
	Rp200.000.000
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	1 Dokumen
	Rp200.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0023 
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kabupaten Pamekasan
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	850 Rumah Tangga
	Rp10.627.067.000
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kabupaten Pamekasan
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	850 Rumah Tangga
	Rp10.627.067.000
	 

	1.03.05.2.01.0037 
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
	1 Unit
	Rp300.000.000
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
	1 Unit
	Rp300.000.000
	 

	1.03.05.2.01.0033 
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	40 Rumah Tangga
	Rp100.000.000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	40 Rumah Tangga
	Rp100.000.000
	 

	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Kabupaten Pamekasan
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	249,87 Ha
	Rp1.867.944.300
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Kabupaten Pamekasan
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	249,87 Ha
	Rp1.867.944.300
	 

	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	2 Sistem Drainase
	Rp1.867.944.300
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	2 Sistem Drainase
	Rp1.867.944.300
	 

	1.03.06.2.01.0012
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	554 M
	Rp1.292.944.300
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	554 M
	Rp1.292.944.300
	 

	1.03.06.2.01.0020 
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
	380 M
	Rp475.000.000
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
	380 M
	Rp475.000.000
	 

	1.03.06.2.01.0023 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Lingkungan yang disusun

	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Lingkungan yang disusun
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	 

	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	33,33%
	Rp5.761.205.661
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	33,33%
	Rp5.200.000.000
	 

	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	2 Penyelenggaraan
	Rp5.761.205.661
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	2 Penyelenggaraan
	Rp5.200.000.000
	 

	1.03.08.2.01.0023 
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	200 Dokumen
	Rp300.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	200 Dokumen
	Rp200.000.000
	 

	1.03.08.2.01.0021 
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	3 Dokumen
	Rp5.461.205.661
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	3 Dokumen
	Rp5.000.000.000
	 

	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik
	33,33%
	Rp2.000.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik
	33,33%
	Rp52.446.000.000
	 

	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	1 Penataan Bangunan
	Rp2.000.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	1 Penataan Bangunan
	Rp52.446.000.000
	 

	1.03.09.2.01.0008 
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
	1 Kawasan
	Rp2.000.000.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
	295 Kawasan
	Rp52.446.000.000
	 

	1.03.11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	92,16%
	Rp200.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	92,16%
	Rp200.000.000
	 

	
	
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	1
	Rp200.000.000
	
	Kabupaten Pamekasan
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	1
	Rp200.000.000
	 

	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000
	 

	1.03.11.2.01.0016 
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis yang Dilatih
	200 Orang
	Rp100.000.000
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis yang Dilatih
	200 Orang
	Rp100.000.000
	 

	1.03.11.2.01.0010 
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	200 Orang
	Rp100.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	200 Orang
	Rp100.000.000
	 

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	71,14%
	Rp200.000.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	71,14%
	Rp200.000.000
	 

	1.03.11.2.04.0008 
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	 

	1.03.11.2.04.0006 
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	100 Lembaga
	Rp100.000.000
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	100 Lembaga
	Rp100.000.000
	 

	1.03.11.2.04.0004 
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000
	 

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	Kabupaten Pamekasan
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	100%
	Rp225.800.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	100%
	Rp225.800.000
	 

	1.04.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000
	 

	1.04.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3 Dokumen
	Rp200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3 Dokumen
	Rp200.000.000
	 

	1.04.01.2.01.0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	74 Dokumen
	Rp5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	74 Dokumen
	Rp5.000.000
	 

	1.04.01.2.01.0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	23 Dokumen
	Rp4.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	23 Dokumen
	Rp4.800.000
	 

	1.04.01.2.01.0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	 

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	Kabupaten Pamekasan
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	100%
	Rp3.372.985.253
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	100%
	Rp3.372.985.253
	 

	1.04.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	1 Unit Kerja
	Rp3.372.985.253
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	1 Unit Kerja
	Rp3.372.985.253
	 

	1.04.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.372.985.253
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.372.985.253
	 

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	80%
	Rp80.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	80%
	Rp80.000.000
	 

	1.04.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	60 ORANG
	Rp80.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	60 ORANG
	Rp80.000.000
	 

	1.04.01.2.05.0002
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	60 Paket
	Rp1.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	60 Paket
	Rp1.000.000
	 

	1.04.01.2.05.0009
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	60 ORANG
	Rp79.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	60 ORANG
	Rp79.000.000
	 

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	100%
	Rp1.310.011.940
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	100%
	Rp1.310.011.940
	 

	1.04.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah sarana yang layak fungsi
	5 Sarana
	Rp256.111.940
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah sarana yang layak fungsi
	5 Sarana
	Rp256.111.940
	 

	1.04.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	12 Paket
	Rp5.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	12 Paket
	Rp5.000.000
	 

	1.04.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	72 Paket
	Rp40.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	72 Paket
	Rp40.000.000
	 

	1.04.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	89 Paket
	Rp21.111.940
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	89 Paket
	Rp21.111.940
	 

	1.04.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	7 Paket
	Rp40.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	7 Paket
	Rp40.000.000
	 

	1.04.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	80 Laporan
	Rp150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	80 Laporan
	Rp150.000.000
	 

	1.04.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	3 Prasarana
	Rp100.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	3 Prasarana
	Rp100.000.000
	 

	1.04.01.2.07.0010
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

	27 Unit
	Rp100.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	27 Unit
	Rp100.000.000
	 

	1.04.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	3 Jasa Penunjang
	Rp708.900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	3 Jasa Penunjang
	Rp708.900.000
	 

	1.04.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2 Laporan
	Rp7.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2 Laporan
	Rp7.000.000
	 

	1.04.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	217 Laporan
	Rp78.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	217 Laporan
	Rp78.000.000 
	 

	1.04.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	 

	1.04.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	3 Pemeliharaan
	Rp245.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	3 Pemeliharaan
	Rp245.000.000
	 

	1.04.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	5 Unit
	Rp125.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	5 Unit
	Rp125.000.000
	 

	1.04.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	100 Unit
	Rp20.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	100 Unit
	Rp20.000.000
	 

	1.04.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
	19 Unit
	Rp100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
	19 Unit
	Rp100.000.000
	 

	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Kabupaten Pamekasan
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	22,22%
	Rp1.225.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Kabupaten Pamekasan
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	22,22%
	Rp1.275.000.000
	 

	 
	 
	Kabupaten Pamekasan
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	22,22%
	Rp50.000.000
	 
	Kabupaten Pamekasan
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	0,00%
	Rp0
	 

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	22,22%
	Rp1.225.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	22,22%
	Rp1.225.000.000
	 

	1.04.02.2.03.0001 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	50 Unit Rumah
	Rp875.000.000
	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	50 Unit Rumah
	Rp875.000.000
	 

	1.04.02.2.03.0004
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000
	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000
	 

	1.04.02.2.06 
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan
	33,33%
	Rp50.000.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan
	33,33%
	Rp50.000.000
	 

	1.04.02.2.06.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	 

	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani
	100%
	Rp1.379.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani
	100%
	Rp1.279.000.000
	 

	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	33%
	Rp0
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Kabupaten Pamekasan
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	33%
	Rp50.000.000
	 

	1.04.03.2.01.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik
	1 Dokumen
	Rp0
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	 

	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	1 Penataan
	Rp1.000.000.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	1 Penataan
	Rp1.000.000.000
	 

	1.04.03.2.02.0008 
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
	5 Dokumen
	Rp1.000.000.000
	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
	5 Dokumen
	Rp1.000.000.000
	 

	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp229.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp229.000.000
	 

	1.04.03.2.03.01
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	0 Dokumen
	Rp0
	 
	 
	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
	0 Dokumen
	Rp0
	 

	1.04.03.2.03.0004 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
	3 Laporan
	Rp229.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
	3 Laporan
	Rp229.000.000
	 

	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	2,42%
	Rp4.000.000.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	2,42%
	Rp4.000.000.000
	 

	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.000.000.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.000.000.000
	 

	1.04.04.2.01.0001 
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	228 Unit Rumah
	Rp4.000.000.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	228 Unit Rumah
	Rp4.000.000.000
	 

	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	16,67%
	Rp100.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	16,67%
	Rp100.000.000
	 

	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	33,33%
	Rp100.000.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	33,33%
	Rp100.000.000
	 

	1.04.05.2.01.0003 
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	 

	2.10.5
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	33,33%
	Rp2.000.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Kabupaten Pamekasan
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	33,33%
	Rp2.000.000.000
	 

	2.10.5.2.01
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	2 Laporan
	Rp2.000.000.000
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	2 Laporan
	Rp2.000.000.000
	 

	2.10.05.2.01.0002
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	Rp2.000.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	Rp2.000.000.000
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan  kegiatan Rencana Kerja sebagai berikut:

	

			76

[bookmark: _Toc76790693]Tabel 2.6                                                                                                                                                                                                                   Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan                                  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
	No
	Program/Kegiatan/                 Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	12 Liter/Detik 
	melakukan pengeboran air bersih, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR

	2
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala
Permukiman Berbasis Masyarakat yang
Dioptimalisasi
	15 Rumah Tangga 
	Pembangunan MCK dan tangki septik komunal di lingkungan Pondok Pesantren

	3
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Kabupaten Pamekasan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	554 Meter 
	Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman padat penduduk

	No
	Program/Kegiatan/                 Sub Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Kabupaten Pamekasan
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
yang Ditata
	295 Kawasan 
	Pembangunan paving jalan     lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2025-2029 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomiuntuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanandan transformasi pelayanan publik. 
RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. 
Dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc76790694]Tabel 3.1                                                                                                                      Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan
	No
	Prioritas Nasional
	Provinsi Jawa Timur
	Kabupaten Pamekasan

	1
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	Keterpaduan Pengembangan Wilayah
	Perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

	2
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	
	

	3
	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja 
	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi 
	Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah yang Berorientasi pada Penyerapan Pengangguran

	
	
	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
	

	
	
	Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Integrasi Program Lintas Sektor (Cross Cuting Program) secara efektif
dan tepat sasaran. 


	No
	Prioritas Nasional
	Provinsi Jawa Timur
	Kabupaten Pamekasan

	
	
	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebuna Berbasis Kerakyatan 
	Peningkatan produksi
pertanian yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah (Value Added) petani. 

	4
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang iorientasikan pada pembentukan manusia berakhlak, unggul dan berdayasaing serta penurunan AKI-AKB.

	5
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis NilaiNilai kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas
	Internalisasi Nilai-nilai toleransi dan harmonisasi serta edukasi mengenai regulasi yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat.

	6
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 
	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
	

	7
	Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi Pelayanan Publik  
	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 
	Peningkatan SDM Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Secara Merata.


	Berdasarkan tabel korelasi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mendukung program prioritas di sektor infrastruktur yaitu perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah program-program  nomenklatur Perangkat Daerah yang mendukung perbaikan layanan infrastruktur dasar yaitu :
1. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.
3. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase.
4. Program penataan bangunan gedung.
5. Program penataan bangunan dan lingkungannya.
6. Program pengembangan jasa konstruksi
7. Program pengembangan perumahan.
8. Program kawasan permukiman.
9. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
10. Program peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

3.2  Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan
Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masuk pada misi ke-4 yaitu, Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan Sedangkan, Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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[bookmark: _Toc76790695]Tabel 3.2                                                                                                                                                                                                                Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator
	Formula Hitung
	Target pada tahun 2025

	 
	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.
	 
	Indeks Pembangunan Infrastruktur Permukiman
	(Jumlah Infrastruktur Permukiman yang dibangun / Jumlah Pembangunan Infrastruktur Permukiman ) x 100%
	85,70%

	 
 
	
	Meningkatnya Kualitas  bangunan gedung sesuai standart
	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung
	(Jumlah Bangunan Gedung Yang Ber-IMB/ jumlah seluruh bangunan gedung)  X 100%
	66,67%

	
	
	
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi

	(∑ Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / ∑ Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%
	66,67%

	 
 
 
 
	
	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh
	Jumlah luasan kumuh tahun (N -1) dikurangi jumlah luasan kumuh yang tertangani di Tahun N / Jumlah Luasan kumuh Tahun (n-1) dikali 100% 
	80,00%

	
	
	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	1. (Jumlah Rumah Layak Hun / Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni) X 100%
	98,60%

	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator
	Formula Hitung
	Target pada tahun 2025

	
	
	 
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya ) X 100 %
	59,53%

	
	
	
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya ) X 100%
	69,65%

	 
	 
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP 
	Penilaian SAKIP  :
Perencanaan Kinerja  :  25%
Pengukuran Kinerja    : 25%
Pelaporan Kinerja       : 10%
Evaluasi Kinerja          : 20%
Capaian Kinerja          : 20%

	A


Sumber: IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
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3.3 Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta  merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program  dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023 sebagai perubahan dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yaitu sebanyak 12 program, 22 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun program tersebut terdiri dari :
I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
II. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum
III. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
IV. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
V. Program penataan bangunan gedung
VI. Program penataan bangunan dan lingkungannya
VII. Program pengembangan jasa konstruksi
VIII. Program pengembangan perumahan
IX. Program kawasan permukiman
X. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
XI. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
XII. Program program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:	
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[bookmark: _Toc76790696]Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan                                                                                 Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pamekasan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	
	
	
	
	

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	Kabupaten Pamekasan
	67,59%
	Rp2.877.083.000
	APBD
	 
	68,09%
	Rp2.877.083.000

	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/ Kota

	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	Kabupaten Pamekasan
	8 SPAM
	Rp2.877.083.000
	APBD
	 
	8 SPAM
	Rp2.877.083.000

	1.03.03.2.01.0025
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun
	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.03.2.01.0028 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Kabupaten Pamekasan
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0026 
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	Kabupaten Pamekasan
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0032 
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kabupaten Pamekasan
	425 SR
	Rp2.377.083.000
	APBD
	 
	425 SR
	Rp2.377.083.000

	1.03.03.2.01.0031 
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	Kabupaten Pamekasan
	1 Unit
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Unit
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0024 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Kabupaten Pamekasan
	5 Orang
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	5 Orang
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.03.2.01.0030 
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	Kabupaten Pamekasan
	1 Unit
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Unit
	Rp100.000.000

	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

	Kabupaten Pamekasan
	95,22%
	Rp11.171.102.000
	APBD
	 
	95,78%
	Rp14.050.000.000

	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota

	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	Kabupaten Pamekasan
	10 SPALD
	Rp11.171.102.000
	APBD
	 
	10 SPALD
	Rp14.050.000.000

	1.03.05.2.01.0041 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun

	Kabupaten Pamekasan
	2 Dokumen
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	2 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.03.05.2.01.0027  
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi

	Kabupaten Pamekasan
	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.05.2.01.0040 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	35 Orang
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	35 Orang
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0034 
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kabupaten Pamekasan
	17 Desa
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	17 Desa
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0035 
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya

	Kabupaten Pamekasan
	1 Penyelenggara
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Penyelenggara
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0038 
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan dipelihara

	Kabupaten Pamekasan
	1 Unit
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Unit
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0029 
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	Kabupaten Pamekasan
	1 Unit
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Unit
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.05.2.01.0023 
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	Kabupaten Pamekasan
	221 MA3/Hari
	Rp10.621.102.000
	APBN
	 
	221 MA3/Hari
	Rp10.621.102.000

	1.03.05.2.01.0036 
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	Kapasitas  Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) Terbangun
	Kabupaten Pamekasan
	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000

	1.03.05.2.01.0037 
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	-
	Rp0
	APBD
	 
	-
	Rp0

	1.03.05.2.01.0033 
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Kabupaten Pamekasan
	-
	Rp0
	APBD
	 
	-
	Rp0

	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	Kabupaten Pamekasan
	241,71 Ha
	Rp250.000.000
	APBD
	 
	232,64 Ha
	Rp250.000.000

	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	Kabupaten Pamekasan
	2 Sistem Drainase
	Rp250.000.000
	APBD
	 
	2 Sistem Drainase
	Rp250.000.000

	1.03.06.2.01.0012
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	Kabupaten Pamekasan
	80 M
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	80 M
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.06.2.01.0020 
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi

	Kabupaten Pamekasan
	1 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp100.000.000

	1.03.06.2.01.0023 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun


	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp50.000.000

	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	Kabupaten Pamekasan
	33,33%
	Rp250.000.000
	APBD
	 
	33,33%
	Rp250.000.000

	1.03.08.2.01
	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung




	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	Kabupaten Pamekasan
	2 Penyelenggaraan 
	Rp250.000.000
	APBD
	 
	2 Penyelenggaraan 
	Rp250.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.08.2.01.0023 
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG


	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Kabupaten Pamekasan
	200 Dokumen
	Rp150.000.000
	APBD
	 
	200 Dokumen
	Rp150.000.000

	1.03.08.2.01.0021 
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



	Kabupaten Pamekasan
	3 Dokumen
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	3 Dokumen
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik


	Kabupaten Pamekasan
	33,33%
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	33,33%
	Rp100.000.000

	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota


	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan

	Kabupaten Pamekasan
	1 Penataan Bangunan
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Penataan Bangunan
	Rp100.000.000

	1.03.09.2.01.0008 
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya



	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata


	Kabupaten Pamekasan
	1 Kawasan
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Kawasan
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.11
 
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	Kabupaten Pamekasan
	94,8%
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	96,33%
	Rp200.000.000

	
	
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	Kabupaten Pamekasan
	100,0%
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	100,0%
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	Kabupaten Pamekasan
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.01.0016 
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih
	Kabupaten Pamekasan
	65 Orang
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	65 Orang
	Rp100.000.000

	1.03.11.2.01.0010 
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	Kabupaten Pamekasan
	65 Orang
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	65 Orang
	Rp100.000.000

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	Kabupaten Pamekasan
	85,14%
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	99,14%
	Rp200.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.03.11.2.04.0008 
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp25.000.000

	1.03.11.2.04.0006 
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	Kabupaten Pamekasan
	100 Lembaga
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	100 Lembaga
	Rp100.000.000

	1.03.11.2.04.0004 
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	Kabupaten Pamekasan
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000
	APBD
	 
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	Kabupaten Pamekasan
	100,00%
	Rp225.800.000
	APBD
	 
	100,00%
	Rp225.800.000

	1.04.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas

	Kabupaten Pamekasan
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000
	APBD
	 
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kabupaten Pamekasan
	3 Dokumen
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	3 Dokumen
	Rp200.000.000

	1.04.01.2.01.0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	56 Dokumen
	Rp5.000.000
	APBD
	 
	56 Dokumen
	Rp5.000.000

	1.04.01.2.01.0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	56 Dokumen
	Rp4.800.000
	APBD
	 
	56 Dokumen
	Rp4.800.000

	1.04.01.2.01.0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	3 Laporan
	Rp16.000.000
	APBD
	 
	3 Laporan
	Rp16.000.000

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	Kabupaten Pamekasan
	100%
	Rp3.763.222.190
	APBD
	 
	100%
	Rp3.763.222.190

	1.04.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	Kabupaten Pamekasan
	1 Unit Kerja
	Rp3.763.222.190
	APBD
	 
	1 Unit Kerja
	Rp3.763.222.190

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Kabupaten Pamekasan
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.763.222.190
	APBD
	 
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.763.222.190

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	Kabupaten Pamekasan
	80%
	Rp80.000.000
	APBD
	 
	80%
	Rp80.000.000

	1.04.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	Kabupaten Pamekasan
	60 ORANG
	Rp80.000.000
	APBD
	 
	60 ORANG
	Rp80.000.000

	1.04.01.2.05.0002
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Kabupaten Pamekasan
	-
	Rp0
	APBD
	 
	-
	Rp0

	1.04.01.2.05.0009
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Kabupaten Pamekasan
	60 ORANG
	Rp80.000.000
	APBD
	 
	60 ORANG
	Rp80.000.000

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	Kabupaten Pamekasan
	100,00%
	Rp1.710.011.940
	APBD
	 
	100,00%
	Rp1.710.011.940

	1.04.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Jumlah sarana yang layak fungsi
	Kabupaten Pamekasan
	5 Sarana
	Rp275.111.940
	APBD
	 
	5 Sarana
	Rp275.111.940

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	12 Paket
	Rp5.000.000
	APBD
	 
	12 Paket
	Rp5.000.000

	1.04.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	72 Paket
	Rp40.000.000
	APBD
	 
	72 Paket
	Rp40.000.000

	1.04.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	89 Paket
	Rp40.111.940
	APBD
	 
	89 Paket
	Rp40.111.940

	1.04.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	7 Paket
	Rp40.000.000
	APBD
	 
	7 Paket
	Rp40.000.000

	1.04.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kabupaten Pamekasan
	80 Laporan
	Rp150.000.000
	APBD
	 
	80 Laporan
	Rp150.000.000

	1.04.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	Kabupaten Pamekasan
	1 Prasarana
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	1 Prasarana
	Rp200.000.000

	1.04.01.2.07.0010
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	55 Unit
	Rp200.000.000
	APBD
	 
	55 Unit
	Rp200.000.000

	1.04.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	3 Jasa Penunjang
	Rp759.900.000
	APBD
	 
	3 Jasa Penunjang
	Rp759.900.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Kabupaten Pamekasan
	2 Laporan
	Rp17.000.000
	APBD
	 
	2 Laporan
	Rp17.000.000

	1.04.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	217 Laporan
	Rp119.000.000
	APBD
	 
	217 Laporan
	Rp119.000.000

	1.04.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Kabupaten Pamekasan
	30 Laporan
	Rp623.900.000
	APBD
	 
	30 Laporan
	Rp623.900.000

	1.04.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	Kabupaten Pamekasan
	3 Pemeliharaan
	Rp475.000.000
	APBD
	 
	3 Pemeliharaan
	Rp475.000.000

	1.04.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Kabupaten Pamekasan
	5 Unit
	Rp175.000.000
	APBD
	 
	5 Unit
	Rp175.000.000

	1.04.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

	Kabupaten Pamekasan
	100 Unit
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	100 Unit
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Kabupaten Pamekasan
	19 Unit
	Rp250.000.000
	APBD
	 
	19 Unit
	Rp250.000.000

	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	Kabupaten Pamekasan
	33,33%
	Rp350.000.000
	APBD
	 
	33,33%
	Rp350.000.000

	
	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	Kabupaten Pamekasan
	33,33%
	Rp0
	APBD
	 
	33,33%
	Rp0

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	Kabupaten Pamekasan
	55,55%
	Rp350.000.000
	APBD
	 
	55,55%
	Rp350.000.000

	1.04.02.2.03.0001 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	Kabupaten Pamekasan
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000
	APBD
	 
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000

	1.04.02.2.03.0004
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun

	Kabupaten Pamekasan
	-
	Rp0
	APBD
	 
	-
	Rp0

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.02.2.06 
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan

	Kabupaten Pamekasan
	66,67%
	Rp0
	APBD
	 
	100,00%
	Rp0

	1.04.02.2.06.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

	Kabupaten Pamekasan
	0 Dokumen
	Rp0
	APBD
	 
	0 Dokumen
	Rp0

	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani

	Kabupaten Pamekasan
	20,00%
	Rp150.000.000
	APBD
	 
	40,00%
	Rp150.000.000

	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan

	Kabupaten Pamekasan
	66,67%
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	100,00%
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.03.2.01.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan  Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp50.000.000

	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya

	Kabupaten Pamekasan
	1 Penataan
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Penataan
	Rp100.000.000

	1.04.03.2.02.02
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi

	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya

	Kabupaten Pamekasan
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp125.000.000
	APBD
	 
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp125.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.03.2.03.0004 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
	Kabupaten Pamekasan
	3 Laporan
	Rp125.000.000
	APBD
	 
	3 Laporan
	Rp125.000.000

	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Kabupaten Pamekasan
	2,42%
	Rp4.000.000.000
	APBD
	 
	1,06%
	Rp4.000.000.000

	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	Kabupaten Pamekasan
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.000.000.000
	APBD
	 
	1 Perbaikan RTLH
	Rp4.000.000.000

	1.04.04.2.01.0001 
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

	Kabupaten Pamekasan
	228 Unit Rumah
	Rp4.000.000.000
	APBD
	 
	228 Unit Rumah
	Rp4.000.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Kabupaten Pamekasan
	16,67%
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	27,78%
	Rp100.000.000

	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	Kabupaten Pamekasan
	33,33%
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	100,00%
	Rp100.000.000

	1.04.05.2.01.0003 
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Kabupaten Pamekasan
	2 Laporan
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	2 Laporan
	Rp100.000.000

	2.10.5
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	Kabupaten Pamekasan
	66,67%

	Rp100.000.000
	APBD
	 
	100,00%
	Rp100.000.000

	2.10.5.2.01
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	Kabupaten Pamekasan
	1 Koordinasi
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Koordinasi
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.10.05.2.01.0002
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kabupaten Pamekasan
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
	APBD
	 
	1 Dokumen
	Rp100.000.000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  maka disusunlah Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan tahun 2025.
Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan pagu indikatif.
	
Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:	
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Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	23,91%
	Rp54.000.000
	26,57%
	Rp60.000.000
	25,69%
	Rp58.000.000
	23,83%
	Rp53.800.000
	100%
	Rp225.800.000

	1.04.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas
	4 Perencanaan
	Rp54.000.000
	4 Perencanaan
	Rp60.000.000
	4 Perencanaan
	Rp58.000.000
	4 Perencanaan
	Rp53.800.000
	4 Perencanaan
	Rp225.800.000

	1.04.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	0 Dokumen
	Rp50.000.000
	2 Dokumen
	Rp50.000.000
	1 Dokumen
	Rp50.000.000
	0 Dokumen
	Rp50.000.000
	3 Dokumen
	Rp200.000.000

	1.04.01.2.01.0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	53 Dokumen
	Rp1.000.000
	0 Dokumen
	Rp2.000.000
	0 Dokumen
	Rp1.000.000
	0 Dokumen
	Rp1.000.000
	53 Dokumen
	Rp5.000.000

	1.04.01.2.01.0004
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

	53 Dokumen
	Rp1.000.000
	0 Dokumen
	Rp2.000.000
	0 Dokumen
	Rp1.000.000
	0 Dokumen
	Rp800.000
	53 Dokumen
	Rp4.800.000

	1.04.01.2.01.0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	0 Laporan
	Rp2.000.000
	3 Laporan
	Rp6.000.000
	0 Laporan
	Rp6.000.000
	0 Laporan
	Rp2.000.000
	3 Laporan
	Rp16.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik
	19,21%
	Rp722.782.554
	32,01%
	Rp1.204.637.590
	19,21%
	Rp722.782.554
	19,21%
	Rp722.782.554
	100,00%
	Rp3.763.222.190

	1.04.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik
	1 Unit Kerja
	Rp722.782.554
	1 Unit Kerja
	Rp1.204.637.590
	1 Unit Kerja
	Rp722.782.554
	1 Unit Kerja
	Rp722.782.554
	1 Unit Kerja
	Rp3.763.222.190

	1.04.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	33 ORANG/BULAN
	Rp722.782.554
	33 ORANG/BULAN
	Rp1.204.637.590
	33 ORANG/BULAN
	Rp722.782.554
	33 ORANG/BULAN
	Rp722.782.554
	33 ORANG/BULAN
	Rp3.763.222.190

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
	Persentase peningkatan kompetansi aparatur
	19,75%
	Rp19.750.000
	20,75%
	Rp20.750.000
	19,75%
	Rp19.750.000
	19,75%
	Rp19.750.000
	80,00%
	Rp80.000.000

	1.04.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Jumlah ASN yang terfasilitasi
	15 Orang
	Rp19.750.000
	15 Orang
	Rp19.750.000
	15 Orang
	Rp19.750.000
	15 Orang
	Rp19.750.000
	60 ORANG
	Rp80.000.000

	1.04.01.2.05.0009
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	18,74%
	Rp320.386.194
	28,78%
	Rp492.108.582
	23,47%
	Rp401.408.582
	22,50%
	Rp384.708.582
	100%
	Rp1.710.011.940

	1.04.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi
	5 Sarana
	Rp42.511.194
	5 Sarana
	Rp82.533.582
	5 Sarana
	Rp76.833.582
	5 Sarana
	Rp61.833.582
	5 Sarana
	Rp275.111.940

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Jumlah sarana yang layak fungsi
	5 Sarana
	Rp42.511.194
	5 Sarana
	Rp82.533.582
	5 Sarana
	Rp76.833.582
	5 Sarana
	Rp61.833.582
	5 Sarana
	Rp275.111.940

	1.04.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	2 paket
	Rp500.000
	4 paket
	Rp1.500.000
	3 paket
	Rp1.500.000
	3 paket
	Rp1.500.000
	12 Paket
	Rp5.000.000

	1.04.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	8 paket
	Rp4.000.000
	22 paket
	Rp12.000.000
	22 paket
	Rp12.000.000
	20 paket
	Rp12.000.000
	72 Paket
	Rp40.000.000

	1.04.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	10 paket
	Rp4.011.194
	27 paket
	Rp12.033.582
	27 paket
	Rp6.333.582
	25 paket
	Rp6.333.582
	89 Paket
	Rp40.111.940

	1.04.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	1 paket
	Rp4.000.000
	2 paket
	Rp12.000.000
	2 paket
	Rp12.000.000
	2 paket
	Rp12.000.000
	7 Paket
	Rp40.000.000

	1.04.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	16 Laporan
	Rp30.000.000
	24 Laporan
	Rp45.000.000
	24 Laporan
	Rp45.000.000
	16 Laporan
	Rp30.000.000
	80 Laporan
	Rp150.000.000

	1.04.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Jumlah prasarana yang layak fungsi
	0 Prasarana
	Rp0
	1 Prasarana
	Rp100.000.000
	0 Prasarana
	Rp0
	0 Prasarana
	Rp0
	1 Prasarana
	Rp200.000.000

	1.04.01.2.07.0010
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

	-
	Rp0
	27 Unit
	Rp100.000.000
	-
	Rp0
	-
	Rp0
	55 Unit
	Rp200.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
	3 Jasa Penunjan
g
	Rp189.125.000
	3 Jasa Penunjang
	Rp190.825.000
	3 Jasa Penunjang
	Rp190.825.000
	3 Jasa Penunjang
	Rp189.125.000
	3 Jasa Penunjang
	Rp759.900.000

	1.04.01.2.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	0 Laporan
	Rp3.400.000
	2 Laporan
	Rp5.100.000
	0 Laporan
	Rp5.100.000
	0 Laporan
	Rp3.400.000
	2 Laporan
	Rp17.000.000

	1.04.01.2.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

	54 Laporan
	Rp29.750.000
	54 Laporan
	Rp29.750.000
	54 Laporan
	Rp29.750.000
	55 Laporan
	Rp29.750.000
	217 Laporan
	Rp119.000.000

	1.04.01.2.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	0 Laporan
	Rp155.975.000
	15 Laporan
	Rp155.975.000
	15 Laporan
	Rp155.975.000
	0 Laporan
	Rp155.975.000
	30 Laporan
	Rp623.900.000

	1.04.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 
	3 Pemeliharaan
	Rp88.750.000
	3 Pemeliharaan
	Rp118.750.000
	3 Pemeliharaan
	Rp133.750.000
	3 Pemeliharaan
	Rp133.750.000
	3 Pemeliharaan
	Rp475.000.000

	1.04.01.2.09.0002
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	5 Unit
	Rp43.750.000
	5 Unit
	Rp43.750.000
	5 Unit
	Rp43.750.000
	5 Unit
	Rp43.750.000
	5 Unit
	Rp175.000.000

	1.04.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	15 Unit
	Rp7.500.000
	25 Unit
	Rp12.500.000
	30 Unit
	Rp15.000.000
	30 Unit
	Rp15.000.000
	100 Unit
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	2 Unit
	Rp37.500.000
	5 Unit
	Rp62.500.000
	6 Unit
	Rp75.000.000
	6 Unit
	Rp75.000.000
	19 Unit
	Rp250.000.000

	1.03.03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
	6,76%
	Rp287.708.300
	20,28%
	Rp863.124.900
	20,28%
	Rp863.124.900
	20,28%
	Rp863.124.900
	67,59%
	Rp2.877.083.000

	1.03.03.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan
	8 SPAM
	Rp287.708.300
	8 SPAM
	Rp863.124.900
	8 SPAM
	Rp863.124.900
	8 SPAM
	Rp863.124.900
	8 SPAM
	Rp2.877.083.000

	1.03.03.2.01.0025 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang disusun
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	1 Dokumen
	Rp40.000.000
	1 Dokumen
	Rp40.000.000
	1 Dokumen
	Rp15.000.000
	3 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0028 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun
	0
	Rp5.000.000
	0
	Rp40.000.000
	1 Liter/Detik
	Rp40.000.000
	0
	Rp15.000.000
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0026 
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	0
	Rp5.000.000
	0
	Rp40.000.000
	1 Liter/Detik
	Rp40.000.000
	0
	Rp15.000.000
	1 Liter/Detik
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.03.2.01.0032
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan  Perpipaan
	42 SR



	Rp118.854.150
	127 SR
	Rp950.833.200
	128 SR
	Rp950.833.200
	127 SR
	Rp356.562.450
	425 SR
	Rp2.377.083.000

	1.03.03.2.01.0031 
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang
dioptimalisasi
	0 Unit
	Rp5.000.000
	1 Unit
	Rp40.000.000
	0 Unit
	Rp40.000.000
	0 Unit
	Rp15.000.000
	1 Unit
	Rp100.000.000

	1.03.03.2.01.0024 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	0 Orang
	Rp2.500.000
	0 Orang
	Rp20.000.000
	5 Orang
	Rp20.000.000
	0 Orang
	Rp7.500.000
	5 Orang
	Rp50.000.000

	1.03.03.2.01.0030 
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama
	0 Unit
	Rp5.000.000
	0 Unit
	Rp15.000.000
	1 Unit
	Rp25.000.000
	0 Unit
	Rp5.000.000
	1 Unit
	Rp50.000.000

	1.03.05
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	4,76%
	Rp553.555.100
	33,33%
	Rp3.874.885.700
	33,33%
	Rp3.874.885.700
	23,81%
	Rp2.767.775.500
	95,22%
	Rp11.171.102.000

	1.03.05.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan
	10 SPALD
	Rp553.555.100
	10 SPALD
	Rp3.874.885.700
	10 SPALD
	Rp3.874.885.700
	10 SPALD
	Rp2.767.775.500
	10 SPALD
	Rp11.171.102.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.05.2.01.0041 
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	0 Dokumen
	Rp35.000.000
	1 Dokumen
	Rp35.000.000
	0 Dokumen
	Rp25.000.000
	3 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.03.05.2.01.0027
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala
Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi
	0 MA3/Hari
	Rp5.000.000
	1 MA3/Hari
	Rp35.000.000
	0 MA3/Hari
	Rp35.000.000
	0 MA3/Hari
	Rp25.000.000
	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000

	1.03.05.2.01.0040 
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	0 Orang
	Rp2.500.000
	35 Orang
	Rp17.500.000
	0 Orang
	Rp17.500.000
	0 Orang 
	Rp12.500.000
	35 Orang
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0034 
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	8 Desa
	Rp2.500.000
	0 Desa
	Rp17.500.000
	9 Desa
	Rp17.500.000
	0 Desa
	Rp12.500.000
	17 Desa
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0035 
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya
	 0 Penyelenggara
	Rp2.500.000
	1 Penyelenggara
	Rp17.500.000
	0 Penyelenggara
	Rp17.500.000
	0 Penyelenggara
	Rp12.500.000
	1 Penyelenggara
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0038 
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara
	0 Unit
	Rp2.500.000
	1 Unit
	Rp17.500.000
	0 Unit
	Rp17.500.000
	0 Unit
	Rp12.500.000
	1 Unit
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.05.2.01.0029 
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi
	0 Unit
	Rp2.500.000
	1 Unit
	Rp17.500.000
	0 Unit
	Rp17.500.000
	0 Unit
	Rp12.500.000
	1 Unit
	Rp50.000.000

	1.03.05.2.01.0023 
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun
	221 MA3/HARI
	Rp531.055.100
	221 MA3/HARI
	Rp3.717.385.700
	221 MA3/HARI
	Rp3.717.385.700
	221 MA3/HARI
	Rp2.655.275.500
	221 MA3/Hari
	Rp10.621.102.000

	1.03.05.2.01.0036
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	Kapasitas  Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) Terbangun
	 0 MA3/Hari 
	10.000.000
	 0 MA3/Hari

	10.000.000
	 1 MA3/Hari
	70.000.000

	0 MA3/Hari
	10.000.000

	1 MA3/Hari
	Rp100.000.000

	1.03.06
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Luasan genangan air wilayah perkotaan
	Rp0
	Rp0
	104,112 Ha
	Rp100.000.000
	104,112 Ha
	Rp100.000.000
	41,645 Ha
	Rp50.000.000
	249,87 ha
	Rp250.000.000

	1.03.06.2.01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan
	2 Sistem Drainase
	Rp0
	2 Sistem Drainase
	Rp100.000.000
	2 Sistem Drainase
	Rp100.000.000
	2 Sistem Drainase
	Rp50.000.000
	2 Sistem Drainase
	Rp250.000.000

	1.03.06.2.01.0012
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
	0 M
	Rp0
	30 M
	Rp40.000.000
	30 M
	Rp40.000.000
	20 M
	Rp20.000.000
	80 M
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.06.2.01.0020
	 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
	0 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp10.000.000
	0 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp10.000.000
	1 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp70.000.000
	0 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp10.000.000
	1 Sistem Drainase Lingkungan
	Rp100.000.000

	1.03.06.2.01.0023
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase  Lingkungan yang disusun
	0 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp20.000.000
	0 Dokumen
	Rp20.000.000
	0 Dokumen
	Rp10.000.000
	1 Dokumen
	Rp50.000.000

	1.03.08
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota
	3,28%
	Rp20.000.000
	10,02%
	Rp60.000.000
	10,02%
	Rp60.000.000
	10,00%
	Rp60.000.000
	33,33%
	Rp200.000.000

	1.03.08.2.01
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung









	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan
	0 Penyelenggaraan 
	Rp20.000.000
	2 Penyelenggaraan 
	Rp86.666.666
	0 Penyelenggaraan 
	Rp21.666.666
	0 Penyelenggaraan 
	Rp21.666.666
	2 Penyelenggaraan 
	Rp150.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.08.2.01.0023 
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	10 Dokumen
	Rp15.000.000
	20 Dokumen
	Rp25.000.000
	35 Dokumen
	Rp55.000.000
	35 Dokumen
	Rp55.000.000
	100 Dokumen
	Rp150.000.000

	1.03.08.2.01.0021 
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	1 Dokumen
	Rp35.000.000
	1 Dokumen
	Rp30.000.000
	1 Dokumen
	Rp30.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.03.09
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik

	1,67%
	Rp5.000.000
	11,67%
	Rp35.000.000
	11,67%
	Rp35.000.000
	8,33%
	Rp25.000.000
	33,33%
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.09.2.01
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan
	1 Penataan Bangunan
	Rp5.000.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp35.000.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp35.000.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp25.000.000
	1 Penataan Bangunan
	Rp100.000.000

	1.03.09.2.01.0008 
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
	0 Kawasan
	Rp5.000.000
	1 Kawasan
	Rp35.000.000
	0 Kawasan
	Rp35.000.000
	0 Kawasan
	Rp25.000.000
	1 Kawasan
	Rp100.000.000

	1.03.11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi
	23,04%
	Rp50.000.000
	23,04%
	Rp50.000.000
	23,04%
	Rp50.000.000
	23,04%
	Rp50.000.000
	92,16%
	Rp200.000.000

	
	
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	0,00%
	Rp8.750.000
	35,32%
	Rp86.250.000
	34,83%
	Rp61.250.000
	29,85%
	Rp43.750.000
	100%
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan
	2 Penyelenggaraan
	Rp10.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp70.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp70.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp50.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.01.0016 
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih
	2 Penyelenggaraan
	Rp10.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp70.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp70.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp50.000.000
	2 Penyelenggaraan
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.01.0010 
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi
	0 Orang
	Rp5.000.000
	25 Orang
	Rp35.000.000
	25 Orang
	Rp35.000.000
	15 Orang
	Rp25.000.000
	65 Orang
	Rp100.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.03.11.2.04 
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi
	3,56%
	Rp8.750.000
	24,90%
	Rp86.250.000
	24,90%
	Rp61.250.000
	17,79%
	Rp43.750.000
	71,14%
	Rp200.000.000

	1.03.11.2.04.0008 
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun
	0 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	0 Dokumen
	Rp0
	0 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp25.000.000

	1.03.11.2.04.0006 
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
	0 Lembaga
	Rp5.000.000
	35 Lembaga
	Rp35.000.000
	35 Lembaga
	Rp35.000.000
	30 Lembaga
	Rp25.000.000
	100 Lembaga
	Rp100.000.000

	1.03.11.2.04.0004 
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
	0 Paket Pekerjaan
	Rp3.750.000
	35 Paket Pekerjaan
	Rp26.250.000
	35 Paket Pekerjaan
	Rp26.250.000
	30 Paket Pekerjaan
	Rp18.750.000
	100 Paket Pekerjaan
	Rp75.000.000

	1.04.02
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	2,22%
	Rp35.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	22,22%
	Rp350.000.000

	 
	 
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,22%
	Rp0

	1.04.02.2.03
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan
	2,22%
	Rp35.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	6,67%
	Rp105.000.000
	22,22%
	Rp350.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.02.2.03.0001 
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	5 Unit Rumah
	Rp87.500.000
	5 Unit Rumah
	Rp87.500.000
	5 Unit Rumah
	Rp87.500.000
	5 Unit Rumah
	Rp87.500.000
	20 Unit Rumah
	Rp350.000.000

	1.04.02.2.06 
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan
	0,00%
	Rp0
	50,00%
	Rp0
	0%
	Rp0
	0%
	Rp0
	50%
	Rp0

	1.04.02.2.06.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara Elektronik
	0 Dokumen
	Rp0
	0 Dokumen
	Rp0
	0 Dokumen
	Rp0
	0 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp0

	1.04.03
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani

	10%
	15.000.000
	30%
	45.000.000
	30%
	45.000.000
	30%
	45.000.000
	100%
	Rp150.000.000

	1.04.03.2.01
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan
	0,00%
	Rp5.000.000
	33,00%
	Rp45.000.000
	0,00%
	Rp0
	0,00%
	Rp0
	33%
	Rp50.000.000

	1.04.03.2.01.0001 
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
	Jumlah Dokumen Kesepakatan
dengan Pengembang/Pelaku
Pembangunan Rumah untuk
Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik

	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	1 Dokumen
	Rp45.000.000
	0 Dokumen
	Rp0
	0 Dokumen
	Rp0
	1 Dokumen
	Rp50.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.03.2.02
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya
	1 Penataan
	Rp5.000.000
	1 Penataan
	Rp35.000.000
	1 Penataan
	Rp35.000.000
	1 Penataan
	Rp25.000.000
	1 Penataan
	Rp100.000.000

	1.04.03.2.02.0008 
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang  Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	2 Dokumen
	Rp35.000.000
	2 Dokumen
	Rp35.000.000
	1 Dokumen
	Rp25.000.000
	1 Dokumen
	Rp100.000.000

	1.04.03.2.03
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang  ditingkatkan kualitasnya
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp0
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp0
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp75.000.000
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp0
	1 Peningkatan Kualitas
	Rp125.000.000

	1.04.03.2.03.0004 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman  Kumuh
	0 Laporan
	Rp0
	0 Laporan
	Rp0
	3 Laporan
	Rp75.000.000
	0 Laporan
	Rp0
	3 Laporan
	Rp75.000.000

	1.04.03.2.03.0007
	Pendataan dan Verifikasi
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman Kumuh
	Jumlah Dokumen Data
Permukiman Kumuh yang
Terverifikasi
	0
	5.000.000
	0
	10.000.000
	1
	25.000.000
	0
	10.000.000
	1 Dokumen
	Rp50.000.000

	1.04.04
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	0%
	Rp0
	0,80%
	Rp1.330.000.000
	0,80%
	Rp1.330.000.000
	0,82%
	Rp1.340.000.000
	2,42%
	Rp4.000.000.000

	1.04.04.2.01
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan
	-
	Rp0
	1 Perbaikan RTLH
	Rp65.000.000
	1 Perbaikan RTLH
	Rp65.000.000
	1 Perbaikan RTLH
	Rp45.000.000
	1 Perbaikan RTLH
	Rp175.000.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.04.04.2.01.0001 
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	0 Unit Rumah
	Rp0
	4 Unit Rumah
	Rp65.000.000
	4 Unit Rumah
	Rp65.000.000
	2 Unit Rumah
	Rp45.000.000
	0 Unit Rumah
	Rp0

	1.04.05 
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	4,44%
	Rp10.000.000
	6,67%
	Rp15.000.000
	6,67%
	Rp15.000.000
	4,44%
	Rp10.000.000
	4,44%
	Rp10.000.000

	1.04.05.2.01 
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	6,67%
	Rp5.000.000
	20,00%
	Rp15.000.000
	20,00%
	Rp15.000.000
	20,00%
	Rp15.000.000
	6,67%
	Rp5.000.000

	1.04.05.2.01.0003 
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
[bookmark: _GoBack]

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	0 Laporan
	Rp2.500.000
	0 Laporan
	Rp17.500.000
	2 Laporan
	Rp35.000.000
	1 Laporan
	Rp25.000.000
	0 Laporan
	Rp2.500.000

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Triwulan I
	Triwulan II
	Triwulan III
	Triwulan IV
	Kinerja Renja 2025 (Tahun n)

	
	
	
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.10.5
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
	3,33%
	Rp5.000.000
	13,33%
	Rp20.000.000
	40,00%
	Rp60.000.000
	10,00%
	Rp15.000.000
	3,33%
	Rp5.000.000

	2.10.5.201
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan
	1 Koordinasi
	Rp5.000.000
	1 Koordinasi
	Rp20.000.000
	1 Koordinasi
	Rp60.000.000
	1 Koordinasi
	Rp15.000.000
	1 Koordinasi
	Rp5.000.000

	2.10.05.2.01.0002 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
	0 Dokumen
	Rp20.000.000
	1 Dokumen
	Rp60.000.000
	0 Dokumen
	Rp15.000.000
	0 Dokumen
	Rp5.000.000
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BAB V
PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.  Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tanun 2025. 
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. 
5.1.	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 
1. Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang pada Renja Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026; 
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan. 
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada Renstra Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 
5.2. 	Kaidah-kaidah pelaksanaan 
1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025; 
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan mengikuti adanya perubahan RKPD Tahun 2025;
5.3.	Rencana tindak lanjut 
	Rencana Tindak lanjut terhadap Catatan penting dan kaidah pelaksanaan, jika terjadi perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.
	Pamekasan, 28 Mei 2024
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama : MUHARRAM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. BADDRUT TAMAM,S.Psi
Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 29 Nopember 2018

Pihak kedua, Pihak Pertama,

—_—

H. BADPRUT TAMAM,S.Psi
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